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Abstract: This study aims to analyze the implementation of public sector accounting in increasing financial 
transparency and accountability in local governments. The research method used is qualitative descriptive with 
data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results show that the 
effective implementation of public sector accounting can increase financial transparency and accountability, 
although there are still several obstacles such as the lack of competent human resources and adequate 
technological infrastructure. 
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Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi sektor publik dalam meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang efektif dapat meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas keuangan, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia 
yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang memadai. 
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PENDAHULUAN 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan 

aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntansi sektor publik 

memainkan peran krusial dalam proses ini dengan menyediakan informasi keuangan yang 

relevan dan andal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi 

akuntansi sektor publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan 

pemerintah daerah. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan 

melalui wawancara dengan pejabat keuangan pemerintah daerah, observasi proses akuntansi, 

dan analisis dokumen keuangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data. 

 

HASIL  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi akuntansi 

sektor publik mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 

Berikut adalah hasil temuan dan pembahasannya: 
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1. Transparansi 

Implementasi akuntansi sektor publik telah meningkatkan transparansi dengan 

menyediakan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh publik. 

Implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual telah meningkatkan transparansi dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan kini disusun berdasarkan standar 

akuntansi yang jelas dan dapat diakses oleh publik melalui situs web resmi pemerintah daerah. 

Wawancara dengan pejabat keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang lebih 

transparan membantu membangun kepercayaan publik. 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk menghindari 

praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan menggunakan standar 

akuntansi berbasis akrual, informasi keuangan menjadi lebih lengkap dan akurat, mencakup 

tidak hanya aliran kas tetapi juga aset dan kewajiban. Ini memungkinkan pemangku 

kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan 

pemerintah daerah. 

2. Akuntabilitas 

Akuntansi sektor publik membantu meningkatkan akuntabilitas melalui penyusunan 

laporan keuangan yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntansi sektor 

publik juga telah meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan 

yang disusun dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasil audit 

menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan. Pejabat keuangan melaporkan bahwa 

sistem ini membantu mereka dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. 

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan 

yang baik. Dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi berbasis 

akrual, proses audit menjadi lebih efektif dan efisien. Ini memungkinkan auditor untuk 

melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan mengidentifikasi potensi penyimpangan 

dengan lebih baik. Akuntabilitas yang tinggi juga mendorong para pengelola keuangan untuk 

bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab. 

3. Kendala 

Meskipun terdapat peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini 

menemukan beberapa kendala dalam implementasi akuntansi sektor publik, antara lain: 

- Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga akuntan yang terlatih dan berpengalaman dalam 

akuntansi sektor publik. 

- Infrastruktur Teknologi: Keterbatasan dalam sistem informasi dan teknologi yang digunakan 

untuk menyusun laporan keuangan. 
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Kendala ini menunjukkan bahwa untuk mencapai implementasi akuntansi sektor 

publik yang optimal, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya 

manusia dan infrastruktur teknologi. Pelatihan berkelanjutan bagi staf akuntansi dan 

pengembangan sistem informasi yang canggih akan membantu mengatasi hambatan ini. 

Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi tenaga akuntan sektor publik. 

4. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diusulkan: 

- Pelatihan dan Pengembangan: Menyelenggarakan program pelatihan rutin bagi staf keuangan 

mengenai standar akuntansi berbasis akrual. 

- Peningkatan Teknologi: Mengadopsi teknologi informasi yang lebih modern untuk 

mendukung penyusunan dan pelaporan keuangan. 

- Pengawasan dan Evaluasi: Meningkatkan pengawasan dan evaluasi internal untuk 

memastikan bahwa implementasi akuntansi sektor publik berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Peningkatan kapasitas dan infrastruktur sangat penting untuk mendukung 

keberhasilan implementasi akuntansi sektor publik. Pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia akan memastikan bahwa staf keuangan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan. Sementara itu, teknologi informasi yang canggih akan mempermudah proses 

penyusunan dan pelaporan keuangan, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam 

pelaporan. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi akuntansi sektor publik dapat secara signifikan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun, untuk mencapai hasil 

yang optimal, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan 

infrastruktur teknologi yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

akuntansi sektor publik berbasis akrual di Pemerintah Daerah Lampung telah memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. 

Laporan keuangan yang disusun lebih jelas, lengkap, dan dapat diakses oleh publik, sehingga 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

Selain itu, akuntabilitas keuangan juga meningkat melalui audit yang lebih efektif dan efisien. 

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya 

tenaga akuntan yang terlatih dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Kendala-kendala ini 
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menghambat optimalisasi implementasi akuntansi sektor publik dan memerlukan perhatian 

lebih lanjut. 
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